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Abstrak

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi SMA akan
memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent Al-Yasini
Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan.
Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak pertambahan
nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika
terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan. Alasan PKM memilih siswa-
siswi SMA, karena mereka sebagai tunas bangsa yang akan mengisi kemerdekaan.. Adapun
metode pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan tentang pajak pertambahan nilai yang meliputi
pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak pertambahan nilai, siapa yang dipungut
pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak
pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia. Hasil kegiatn PKM ini adalah meningkatkan
pemahaman yang lebih baik tentang pajak pertambahan nilai yang nantinya akan membantu
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siswa-siswi SMA dalam dunia pekerjaan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pelatihan, Siswa-siswi SMA

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Perpajakan merupakan aspek penting dalam perekonomian Indonesi, pajak memberikan
kontribusi penting bagi anggaran Negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber
penerimaan negera terbesar. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Biettant (2020) bahwa dalam
membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan
dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada
Negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Salah satu
upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak adalah meningkatkan kesadaran
dan kepatuhan Pajak masyarakat. Menurut Lintang et al.,(2017) fungsi pajak yaitu fungsi
Budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran
baik rutin maupun pembangunan dan fungsi mengatur (regularend) pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak. Penelitian Kamal (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah
tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
Negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yaitu Pajak pertambahan
nilai (PPN, dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut
beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan disebabkan bertambahnya
faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan,
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada para
konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap penyerahan tersebut akan dikenakan
PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi
SMA akan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent
Al-Yasini Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa
depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak
pertambahan nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan
kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan. Alasan
PKM memilih siswa-siswi SMA, karena mereka sebagai tunas bangsa yang akan mengisi
kemerdekaan, semestinya memahami konsep pemungutan pajak sebagai ruang kontribusi untuk
membangun negara. Terlebih siswa-siswi SMA akan menyiapkan diri untuk berada di dalam
dunia kerja maupun di bangku perkuliahan.

Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal pelatihan pemahaman PPN bukan hanya
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memberikan manfaat langsung dalam hal kepatuhan pajak dan kesadaran pajak, tetapi juga
membawa efek positif yang lebih luas bagi siswa-siswi SMA. Pelatihan ini merupakan elemen
kunci dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, masih banyak siswa-siswi yang kurang
menyadari relevansinya dalam konteks ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu kami
melaksanakan PKM di SMA Excellent Al-Yasini Kraton sebagai bentuk pengamalan ilmu
pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan terhadap siswa-siswi SMA

di SMA Excellent Al-Yasini Kraton. Metode pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan peningkatan

pemahaman PPN. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2024 melalui beberapa tahap:

1. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menyampaikan program kegiatan kepada pihak sekolah
yaitu kepala sekolah di SMA Excellent Al-Yasini Kraton, observasi dan wawancara.
Wawancara dilakukan dengan menggali beberapa informasi tentang siswa-siswi di sekolah
tersebut.

2. Pengabdi dan pihak sekolah menyusun jadwal yang telah disepakati bersama

3. Pengabdi bersama sama melakukan pelatihan guna memberikan pengetahuan kepada siswa-
siswi SMA tentang Pajak Pertambahan Nilai

Hasil kegiatan awal berupa penyampaian program ke pihak sekolah, observasi dan
wawancara. Pada saat proses wawancara, pengabdi menanyakan beberapa informasi tentang
siswi-siswi di sekolah khusunya mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Namun, siswa-siswi
tidak mendapatkan pelajaran perpajakan. Pihak sekolah berharap bahwasanya siswa-siswi bisa
mendapatkan pemahaman perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai. Karena pajak
pertambahan nilai merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di banyak negara. Disisi
lain, dengan adanya pelatihan ini pada saat siswa-siswi dalam dunia pekerjaan dapat menjalankan
tugas mereka dengan lebih efisien dan dapat membantu perusahaan atau organisasi tempat
mereka bekerja untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Setelah pengabdi melakukan observasi dan wawancara, kemudian dilakukan penyusunan
jadwal yang telah disepakati bersama. Hasilnya, pihak sekolah telah menyetujui program yang
hendak dilakukan pada saat pengabdian kepada masyarakat ini.

Pelatihan yang nantinya akan diberikan yaitu tentang pemahaman pajak pertambahan nilai
yang nantinya akan berhubungan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Pelatihan
ini dilakukan selama 2 hari dengan jam yang sudah disepakati. Setelah pengabdian selesai
dilakukan, maka pengabdi akan memberikan kuesioner umpan balik mengenai keberhasilan
pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan
memberikan dampak positif kepada siswa-siswi SMA agar dapat mengoptimalkan literasi dan
informasi yang sudah diberikan.

HASIL
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 september 2024 yang bertempat
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di Aula SMA Excellent Al-Yasini beralamat di JI. Ponpes Terpadu Al Yasini, Arengareng Barat,
Ngabar, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur pada pukul 10.00-selesai yang dihadari oleh
siswa-siswi di sekolah tersebut. Dalam kesempatan ini pengabdi memaparkan materi tentang
pajak pertambahan nilai yang meliputi pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak
pertambahan nilai, siapa yang dipungut pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan,
pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia.

- .,

Gambar 1
Memamparan materi pelatihan kepada siswa-siswi SMA

Kegiatan kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi yang di lakukan oleh pengabdi. Dalam
proses ini dilakukan diskusi dengan siswa-siswi SMA untuk mengetahui seberapa jauh
pemahaman peserta pelatihan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh pengabdi. Adapun
siswa-siswi yang menanyakan tentang mengapa negara indonesia harus memungut pajak
pertambahan nilai dan apa kontribusi dari PPN dalam pembangunan negara. Pertanyaan
berikutnya, apakah pajak pertambahan nilai sama hal dengan pajak penghasilan. Siswa-siswi
SMA sangat bersemangat dalam kegiatan kedua ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya
pajak pertambahan nilai sering mereka lakukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti halnya
membeli tas di mall, membeli snack di swalayan dan lain sebagainya.
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Gambar 2
Sesi diskusi

PEMBAHASAN

Salah satu informasi yang diberikan oleh pihak sekolah yaitu menyarankan bahwasanya
pelatihan ini lebih menekankan pemahaman perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai.
Karena pajak pertambahan nilai merupakan bagian integral dari sistem perpajakan di banyak
negara. Disisi lain, dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan pengetahuan yang baru dan
pemahaman peserta pada saat mereka dalam dunia pekerjaan. Adapun siswa-siswi yang tidak
melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, mereka akan memilih untuk bekerja di salah satu
instansi atau bahkan mereka akan membuka usaha sendiri. Oleh karena itu dengan adanya
pelatihan ini siswa-siswi setelah lulus dari bangku sekolah dapat dapat menjalankan tugas mereka
dengan lebih efisien dan dapat membantu perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja
untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman tentang pajak pertambahan
nilai yang meliputi pengertian pajak pertambahan nilai, pemungut pajak pertambahan nilai, siapa
yang dipungut pajak pertambahan nilai, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta
tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak pertambahan nilai merupakan dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak
penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum
mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara,
mendoorong ekspor dan penerimaan pembebanan pajak.
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Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atau Undang-undang No.8
Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, pada
bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean
yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Subjek pajak
pertambahan nilai yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena
pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak
berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak. kedua, pengusaha kecil yang
memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP)

KESIMPULAN

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yaitu Pajak pertambahan
nilai (PPN, dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut
beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan disebabkan bertambahnya
faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan,
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada para
konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap penyerahan tersebut akan dikenakan
PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pelatihan peningkatan pemahaman Pajak Pertambahan Nilai di kalangan siswa-siswi
SMA akan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada siswa-siswi SMA Excellent
Al-Yasini Kraton dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa
depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak
pertambahan nilai dengan baik, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi lebih siap dan
kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan.
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